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ABSTRAK 
 

Pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan yang berarti bank atau non 

bank akan memberikan kredit kepada debitur apabila pihak bank yakin bahwa 

debitur mampu mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai jangka waktu yang 

telah ditentukan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak bank dan debitur 

dalam perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab 

masing-masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan 

kedua pihak tersebut seimbang. Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa debitur dilarang 

untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda 

yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, 

kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu. Pada skripsi ini fokus 

permasalahan yang dituju adalah apakah problematika perjanjian kredit dengan 

jaminan fidusia antara kreditur dan debitur yang mengacu pada Undang-Undang 

No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta bagaimana sikap bank dalam 

menghadapi wanprestasi atas penguasaan barang jaminan.  

 Metode penelitian mengenai problematika perjanjian kredit dan 

penyelesaian wanprestasi ini adalah penelitian yuridis empiris yang artinya data-

data yang dikumpulkan di lapangan dipadukan dengan perundang-undangan yang 

ada serta dianalisis menggunakan teori perjanjian, tanggung jawab, dan 

wanprestasi. Penelitian ini mengambil lokasi  di PT. BPR Restu Tawangmangu 

Jaya Karanganyar dengan mewawancarai petugas atau pengurus yang ada di 

lokasi untuk memberikan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Data 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan didukung dengan data primer 

dari lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif komparatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan, menunjukkan bahwa 

debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara objek jaminan 

fidusia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang 

No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian yang dilakukan oleh 

PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 

13/26/PBI/2011 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 

13/26/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif meskipun pada pelaksanaannya penyelesaian 

tersebut sesuai dengan penggolongan atau kualifikasi yang telah ditetapkan oleh 

pihak bank. 

 

Kata kunci: Perjanjian Kredit, Tanggung Jawab, Wanprestasi 
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MOTTO: 

 

 

 

 

 

Sepi ing pamrih, Rame ing gawe,  

Banter tan mblancangi, Dhuwur tan nungkuli 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memegang perananan penting 

untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka 

mencapai pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan 

memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat 

banyak.
1
 Tugas intermediasi (intermediary function) yang diemban oleh 

perbankan telah memaksa perbankan agar senantiasa mampu untuk 

menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pemilik dana dan menjadikan 

pemilik dana tidak lagi bersusah payah secara langsung mencarikan unit-

unit usaha yang membutuhkan dana yang dimilikinya. Bank bertindak 

menjadi perantara antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pihak 

yang membutuhkan dana sehingga tercipta efisiensi dan skala yang 

ekonomis dalam pemanfaatan dana-dana masyarakat untuk pembangunan 

nasional.
2
 

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat dilihat dari 

2 (dua) sisi dan saat yang berbeda. Pada satu sisi, berkaitan dengan saat 

pemberian kredit tersebut, sedang sisi yang lainnya adalah apabila terjadi 

                                                            
1Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jo. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
2Joner Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, 

(Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 2. 
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kegagalan pelunasan dari kredit tersebut.
3
 Kedudukan kreditur dan 

debitur dalam perjanjian kredit haruslah setara. Adanya praktek yang 

ditemukan di dunia perbankan saat ini, perjanjian kredit bank dibuat 

redaksionalnya secara baku (standardized contract) dari sudut praktis 

dapat dilihat sebagai salah satu bentuk atau cara untuk mempermudah 

debitur dan kreditur merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya 

berkenaan dengan perjanjian kredit tersebut. Fasilitas kredit diberikan oleh 

bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur yang termasuk 

dalam skim transaksi perdata dimana sangat potensial menghadapi 

goncangan-goncangan yang dapat mengarah pada kegagalan 

pengembalian kredit.
4
 

PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya adalah Bank Perkreditan yang 

memberikan kredit dengan jaminan fidusia. Pada tahun 2015-2016 tercatat 

85 kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dimana evaluasi 

mengenai parameter kinerja dilakukan setiap lima tahun sekali. 

Meningkatnya debitur yang mengajukan permohonan kredit, mengingkat 

pula kasus wanprestasi setiap tahunnya. Hal ini dilihat dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi wanprestasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Dari kasus tersebut, penyusun mengambil dua sampel terjadinya 

wanprestasi yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank dan 

kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank.

                                                            
3Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2000), hlm. 282. 
4Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: PT Alumni, 1994), hlm. 

46. 
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Jika diperhatikan pada proses pemberian Jaminan Fidusia yang 

objeknya dalam bentuk kendaraan bermotor, maka terdapat hal yang 

cukup menarik, mengingat pada jenis kendaraan bermotor sifat 

kepemilikannya tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1977 ayat (1) 

KUHPerdata
5
 meskipun kendaraan bermotor termasuk dalam kategori 

benda bergerak. Jaminan Fidusia yang membebani benda berupa 

kendaraan bermotor bukan hanya diikat oleh sebuah perjanjian pemberian 

jaminan, namun juga ada kewajiban yang dibebankan kepada si pemberi 

jaminan untuk menyerahkan BPKB kendaraan kepada pihak penerima 

jaminan sebagai bentuk retensi, dimana sebelum utangnya lunas pihak 

kreditur berhak untuk menahan BPKB tersebut tetap pada penguasaannya. 

Dengan diserahannya BPKB kepada pihak penerima jaminan, 

maka sesungguhnya prinsip Jaminan Fidusia sebagai pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sebagaimana disebut 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia
6
 menjadi kurang tepat karena pemberian jaminan 

itu tidak lagi hanya atas dasar kepercayaan, namun telah timbul adanya 

penguasaan atas bukti kepemilikan dari objek jaminan tersebut yang 

menimbulkan konsekuensi bahwa pihak debitur tidak mungkin bisa 

                                                            
5 Pasal 1977 ayat (1) terdapat pada buku IV KUHPerdata, terhadap benda bergerak yang 

tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang 

siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. 
6 Pasal 1 angka 1  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, Fidusia adalah pengalihan 

hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 
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menjual objek jaminan itu kepada pihak lain selain dengan cara 

memberikan dalam bentuk gadai.
7
  

Keterangan mengenai kewenangan menguasai bendanya 

seharusnya tercantum dalam model-model perjanjian yang dituangkan 

baik dalam akta notaris maupun perjanjian Fidusia dimana dalam 

ketentuan tersebut yang merupakan pembatasan tehadap perbuatan debitur 

yang dapat merugikan keditur.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk 

mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai proses perjanjian serta 

penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia dengan menuangkannya 

dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: PENYELESAIAN 

WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PENGUASAAN BARANG 

JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (Studi Kasus di PT. BPR 

Restu Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa problematika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR 

Restu Tawangmangu Jaya? 

2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi atas kewenangan 

penguasaan barang jaminan oleh debitur di PT. BPR Restu 

Tawangmangu Jaya? 

 

 

                                                            
7 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjijan Pembiayaan Konsumen, 

(Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), hlm. 136. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui problematika perjanjian kredit pada PT. BPR 

Restu Tawangmangu Jayamengenai batas kewenangan debitur 

dalam menguasai barang jaminan serta problematika yang terdapat 

dalam perjanjian tersebut. 

b. Untuk mengetahui sikap atau tindakan PT. BPR Restu 

Tawangmangu Jaya dalam menyelesaikan masalah wanprestasi 

oleh debitur. 

2. Kegunaan Penelitian 

Pada dasarnya, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan 

secara teoritis dan praktis berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi 

dengan jaminan fidusia pada lembaga non bank dan sebagai wujud dari 

penyelesaian sengketa perdata yang lebih mengutamakan perdamaian, baik 

bagi penyusun sendiri maupun bagi berbagai pihak yang membaca tulisan 

ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan informasi tertulis bagi akademisi dalam bidang 

hukum perdata, khususnya penyelesaian wanprestasi dengan 

jaminan fidusia maupun sebagai bahan perbandingan bagi para 

penyusun yang hendak melakukan peneliian lebih lanjut. Selain itu, 

sebagai sumbangan wacana pemikiran hukum positif dalam bidang 

hukum perdata. 
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b. Kegunaan Praktis 

Memberikan kontribusi dan dapat menjadi bahan tambahan 

bagi PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya dan pihak lain yang 

terlibat dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, 

mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan wanprestasi melalui 

isi perjanjian yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur dan cara 

penyelesaian yang dilakukan oleh instansi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.  

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, maka 

penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah 

ada diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Telaah Pustaka 

No. Karya Isi 

1. Skripsi karya 

Ardika Karya Santuso,  

Universitas Jember 

Skripsi yang berjudul ”Penyelesaian 

Debitur Wanprestasi dengan Jaminan 

Fidusia” menjelaskan bagaimana bentuk 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur 

serta penyeselesaian baik secara litigasi 

maupun non litigasi. Perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Ardika Karya 
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Santuso dengan penyusun terletak pada 

permasalahan yang dikaji yaitu 

berdasarkan studi pustaka tanpa melihat 

realita di lapangan sedangkan penyusun 

berdasarkan fakta yang terdapat di 

lapangan.
8
 

2. Skripsi karya Aris 

Nugroho, Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Skripsi yang berjudul ”Tinjauan 

Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan 

atas Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur 

(Studi Kasus di Bank Pengkreditan 

Rakyat BKK Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten)” menjelaskan 

bagaimana proses penjaminan atau 

pembebanan barang jaminan secara 

fidusia, pengaturan dan pelaksanaan batas 

kewenangan penguasaan atas barang 

jaminan fidusia serta hambatan-hambatan 

dalam prosesm pembebanan barang 

jaminan secara fidusia pada Perusahaan 

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan 

                                                            
8Ardika Karya Santuso, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember (2016). 
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Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten 

Klaten.
9
 

3. Skripsi karya Trisna 

Nepia Agustin, 

Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Skripsi yang berjudul ”Pelaksanaan 

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam 

Hal Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di 

BMT Beringharjo Yogyakarta)” 

menjelaskan tentang kesesuaian 

pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia 

yang dilakukan oleh BMT Beringharjo 

dengan UU Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia serta 

pelaksanaan eksekusi dalam hal debitur 

wanprestasi dengan jaminan fidusia.
10

 

4. Tesis karya Budiono, 

Universitas Hassanudin 

Makassar 

Skripsi yang berjudul ”Pengikatan 

Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian 

(Persero)” menjelaskan tentang 

kesenjangan antara ketentuan dalam 

Undang-Undang dan praktek di 

masyarakat tentang perjanjian kredit 

                                                            
9Aris Nugroho, “Tinjauan Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan atas Barang Jaminan 

Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di Bank Pengkreditan Rakyat BKK Kecamatan Pedan 

Kabupaten Klaten)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (2009).  
10Trisna Nepia Agustin, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hal 

Debitur Wanprestasi (Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016). 



9 
 

 
 

jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh 

PT Pegadaian (Persero), terkait dengan 

sistem pendaftaran jaminan fidusia yang 

ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

Tentang Jaminan Fidusia.
11

 

5. Jurnal karya Bambang 

Setiawan,  Universitas 

Atma Jaya 

Jurnal yang berjudul ”Pelaksanaan 

Jaminan Fidusia dalam Perjanjian 

Pinjam-Meminjam di Koperasi Simpan 

Pinjam Sejahtera Bersama Kantor 

Cabang Pinjaman Bugisan” menjelaskan 

tentang pelaksanaan pembebanan 

jaminan serta pencegahan wanprestasi.
12

 

6. Skripsi Penyusun Skripsi ini berfokus pada batas 

kewenangan debitur dalam menguasai 

barang serta problematika yang terdapat 

pada perjanjian antara kreditur dengan 

debitur beserta kasus wanprestasi pada 

tahun 2015-2016 dan bagaimana 

penyelesaian wanprestasi di PT. BPR 

                                                            
11Budiono, “Pengikatan Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian (Persero)”, Tesis tidak 

diterbitkan, Magister Kenotariatan Universitas Hassanudin Makassar (2013). 
12Bambang Setiawan,dkk, “Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pinjam-

Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan”, 

Gloria Juris, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (2016). 



10 
 

 
 

Restu Tawangmangu Jaya. 

 

 

E. Kerangka Teoretik 

1. Perjanjian 

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta 

benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu.
13

 Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu 

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
14

 Menurut Van 

Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
15

 

Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada 

orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu 

dari tiga bentuk berikut, yaitu: 

a. Untuk memberikan sesuatu; 

b. Untuk melakukan sesuatu; 

c. Untuk tidak melakukan sesuatu. 

                                                            
13 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 

2011), hlm. 4. 
14 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 1990), Cet. ke-7, hlm. 1 
15 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 

hlm. 161. 
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Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau 

lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian 

batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata.
16

  

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan 

bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau 

lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai 

harta kekayaan.  

2. Tanggung Jawab  

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan 

kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada 

pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat 

yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi 

dengan kewajiban pada orang lain.
17

 

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 

sebagai berikut:
18

 

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur 

Kesalahan (Liability based on fault) 

                                                            
16Pasal 1313 KUHPerdata,  Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
17Yuoky Sarinda, Beberapa Teori Hukum tentang Tanggung Jawab, 

https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/ 

diakses pada tanggal 02 April 2019 pukul 21.35 WIB. 
18Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, (Jakarta: PT. Sinar 

Grafika, 2008), hlm 92. 

https://yuokysurinda.wordpress.com/2018/02/24/beberapa-teori-hukum-tentang-tanggung-jawab/
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Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam 

hukum perdata khususnya Pasal 1365
19

, 1366
20

, dan 1367
21

 

KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat 

diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk 

mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil 

jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang 

diderita orang lain.
22

 Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip 

ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam 

doktrin hukum dikenal asas vicarious liability
23

 dan corporate 

liability
24

. Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam 

praktek belum tentu setiap pembawa benda jaminan bersedia akan 

mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penerima 

jaminan atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus 

dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan 

                                                            
19 Pasal 1365 KUHPerdata, Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang 

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. 
20Pasal 1366 KUHPerdata,  Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian 

yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kesembronoannya. 
21Pasal 1367 KUHPerdata,  Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada 

di bawah pengawasannya. 
22Ibid, hlm 93. 
23Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian 

pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya.  
24Corporate liability memiliki pengertian yang sama dengan vicarious liability. Menurut 

doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap 

tenaga yang diperkerjakannya. 
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pemberi jaminan. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan 

untuk diputus oleh hakim. 

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion 

of liability) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban 

pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak 

dapat membuktikan kesalahan pemberi jaminan, maka ganti rugi 

tidak akan diberikan. 

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung 

jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak 

sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab 

absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 

pengecualiannya.
25

 Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah 

satu jenis pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability).
26

 

Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum 

                                                            
25E Suherman,  Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-

1995), (Bandung: Mandar Maju,  2000), hlm 96. 
26Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta: 

2008,  hlm 45. 
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perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti 

kerugian pada kasus tersebut. 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab 

hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 

tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung 

jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.
27

 

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri 

dari:
28

 

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 

orang lain; 

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa 

seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang 

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 

menimbulkan kerugian; 

                                                            
27Hans Kelsen (a),  sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law 

and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu 

Hukum Deskriptif Empirik, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81. 
28Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum 

Murni,  (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140. 
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4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

tidak sengaja dan tidak diperkirakan. 

Tanggung jawab yang dimkasud atau digunakan oleh penyusun dalam 

hal ini adalah mengenai tanggung jawab debitur sebagai pemberi fidusia 

yang berkaitan dengan kewenangannya dalam menguasai barang yang 

telah ia jaminkan. 

3. Wanprestasi 

Wanprestasi
29

 merupakan tidak dapat memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak 

dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan 

alasan, yaitu: 

a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi 

kewajiban maupun karena kelalaian. 

b. Karena keadaan memaksa (overmarcht), force majeure, jadi 

diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.
30

 

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat 

yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, si debitur harus 

lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. 

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur 

yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi 

seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam 

                                                            
29Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata. 
30Ibid, hlm. 89. 
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pemberitahuan itu.  Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata
31

 dapat 

dikatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila sudah ada somasi (in 

grebeke stelling). 

Wanprestasi yang dimaksud atau digunakan oleh penyusun dalam hal 

ini adalah mengenai sudah dilakukannya somasi oleh pihak kreditur 

sehingga debitur dalam hal ini telah memenuhi syarat wanprestasi. 

F. Metode Penelitian 

Penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif yuridis serta menggunakan 

analisis yang berupa yuridis-empiris dengan mencari data primer dan sekunder 

serta melalui riset lapangan (Field Research) dan riset kepustakaan (Library 

Research). Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:   

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

dalam skripsi ini adalah metode Yuridis–Empiris, yaitu metode penelitian 

yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan 

kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium 

kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk proses induksi 

dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mukhtahir. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitu menggambarkan semua 

gejala dan fakta di lapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua 

                                                            
31Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan 

akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini 

mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 
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gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian 

kemudian disesuaikan dengan keadaan di lapangan.
32

 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan 

yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang menyangkut peraturan yang 

digunakan dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia 

serta kewenangan debitur dalam menguasai barang yang dijaminkan. 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan PT. BPR Restu 

Tawangmangu Jaya sebagai lokasi atau objek penelitian. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.
33

 

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan 

pemahaman yang jelas dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung yaitu di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya. Untuk 

memperoleh data primer yang dapat mendukung penyusunan skripsi 

dengan dilakukan wawancara. 

b. Data Sekunder 

1. Bahan Hukum Primer 

                                                            
32Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 105-

106. 
33Ibid, hlm, 47. 
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Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang 

memiliki otoritas (autoritatif).
34

 Bahan hukum primer yang akan 

digunakan oleh penyusun meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia. 

b. Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 tentang 

Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif  perubahan atas PBI 

No.  8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, 

tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penyusun 

yakni hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, internet, dan 

sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penyusun memilih menggunakan teknik pengumpulan data  

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

                                                            
34Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 

1986), hlm. 12. 
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Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan 

dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Untuk 

memperoleh data primer yang dapat mendukung penyusunan 

skripsi dengan dilakukan wawancara secara mendalam (in dept 

interviewing).
35

 

Responden yang akan penyusun wawancara antara lain, 

pihak kreditur yaitu PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya yang 

juga menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh 

debitur. 

b. Observasi 

Teknik pengumpulan data melalui observasi, yaitu 

penyusun mengamati secara langsung terhadap gejala yang 

diteliti berkaitan dengan situasi yang ada. Teknik observasi 

sangat mengandalkan indera manusia brupa pengelihatan dan 

pendengaran untuk menangkap gejala yang diamati.
36

 

c. Kepustakaan dan Studi Dokumentasi 

Yakni melakukan penelitian dengan berbagai sumber 

bacaan seperti: buku, peraturan perundang-undangan, pendapat 

sarjana, bahan-bahan kuliah lainnya dan internet  yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Metode Analisa Data 

                                                            
35Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 59. 
36Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.70. 
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Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam  peraturan perundang-

undangan. Pada penelitian ini penyusun akan memberikan sampel 

dari populasi kasus wanprestasi dengan jaminan fidusia. Kemudian 

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan 

menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data selanjutnya 

semua data diselesaikan dan diolah kemudian dinyatakan secara 

deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan 

dasar hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dimaksud. 

Dalam hal ini penyusun mengambil dua sampel yaitu satu 

kasus pada tahun 2015 dan satu kasus pada tahun 2016 dari total 85 

(delapan puluh lima) kasus yang terjadi pada tahun 2015-2016   

5. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan 

aturan dalam penyusunan karya ilmiah, maka penyusun 

mempersiapkan kerangka dalam penyusunan hukum. Adapun 

kerangka penyusunan hukum ini, terdiri dari: 

Bab pertama, adalah BAB I berisi tentang pendahuluan dengan 

tujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan. Bab ini 

berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
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manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika penyusunan. 

Bab kedua, adalah BAB II berisi tentang konsep perjanjian, 

tanggung jawab, serta wanprestasi. Pada bab kedua ini dimulai 

dengan penjelasan mengenai pengertian perjanjian, macam-macam 

perjanjian, asas perjanjian, pengertian  kredit, pengertian jaminan, 

serta pengertian wanprestasi. 

Bab ketiga, adalah BAB III yang berisi tentang tinjauan umum 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang 

dilakukan di PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya. 

Bab keempat, adalah BAB IV yaitu merupakan hasil penelitian 

dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan tentang 

kewenangan penguasaan atas barang jaminan fidusia oleh debitur 

serta bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 

pihak PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya. 

Bab kelima, adalah BAB V yaitu penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran serta daftar pustaka 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penyusun, 

selanjutnya penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR 

Restu Tawangmangu Jaya adalah debitur tidak melaksanakan 

kewajibannya untuk memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-

baiknya. Larangan untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, 

atau menyerahkan penguasaan penggunaan atau mengubah 

penggunaan atas objek jaminan telah diatur pada Pasal 23 ayat (2) 

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berpengaruh terhadap 

kesehatan BPR serta kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Restu 

Tawangmangu Jaya. 

2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BPR Restu 

Tawangmangu Jaya berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 

13/26/PBI/2011 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Perubahan atas Peraturan 

Bank Indonesia No.  8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Namun 

pada pelaksanaannya, PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya memiliki
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 cara yang berbeda dalam menyelesaikan kasus wanprestasi sesuai 

dengan tingkat kesulitan kasus serta penggolongan kasus wanprestasi 

yang telah ditetapkan oleh PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penyusun, 

selanjutnya penyusun memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi debitur sebagai nasabah bank yang mengajukan permohonan 

kredit dengan jaminan fidusia diharapkan dapat menjaga integritas 

sebagai nasabah dengan melaksanakan kewajibannya untuk selalu 

memelihara objek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya serta selalu 

memberikan informasi barang jaminan kepada pihak BPR dengan 

tidak mengalihkan, menyewakan, maupun menyerahkan penguasaan 

kepada pihak lain agar proses perkreditan berjalan dengan lancar dan 

tidak merugikan pihak lain. 

2. Bagi PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya sebagai kreditur diharapkan 

untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani 

kasus kredit yang dinyatakan telah macet tidak hanya dilakukan oleh 

dua orang Field Collector (FC) dan satu orang Remidial Recovery agar 

dapat meminimalisir terjadinya kasus wanprestasi. PT. BPR Restu 

Tawangmangu Jaya juga diharapkan untuk selalu selektif dalam 

melakukan analisa kredit dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P serta 

memberikan fasilitas yang maksimal kepada debitur supaya 

kepercayaan masyarakat kepada bank semakin meningkat. 
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3. Pihak PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya dan debitur dalam perjanjian 

kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-

masing sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu kedudukan 

kedua pihak tersebut seimbang, namun ada pula kelemahan dari 

kedudukan yang dimiliki oleh pihak BPR dan debitur. Oleh karena itu 

diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah 

pihak dapat bekerja sama dalam melancarkan proses perkreditan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS KEWENANGAN PENGUASAAN 

BARANG JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR 

 

1. Bagaimana profil PT. BPR Tawangmangu Jaya? (Sejarah, visi, misi, 

struktur kelembagaan, dll) 

2. Bagaimana ketentuan dan  proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia 

pada PT. BPR Tawangmangu Jaya? 

3. Pembiayaan apa saja yang ada pada PT. BPR Tawangmangu Jaya dan 

Pembiayaan apa yang paling diminati? Apa alasannya? 

4. Bagaimana PT. BPR Tawangmangu Jaya melihat bahwa calon debitur 

mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit? 

5. Pada tahun 2015-2016 terjadi berapa kasus wanprestasi yang dilakukan 

oleh nasabah (selanjutnya disebut debitur)? 

6. Apa gejala-gejala yang sering muncul ketika Kredit tersebut akan 

mengalami masalah / macet? 

7. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh PT. BPR Tawangmangu Jaya 

untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah? 

8. Bagaimana upaya PT. BPR Tawangmangu Jaya dalam menyelesaikan 

kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur? 

9. Apakah dampak dari terjadinya kasus wanprestasi bagi PT. BPR 

Tawangmangu Jaya? 



 
 

 
 

10. Dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, 

siapakah yang bertugas menyelesaikannya? Apakah ada petugas khusus 

yang berwenang untuk menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan 

oleh debitur? 

11. Hambatan apa saja yang dialami oleh pihak PT. BPR Tawangmangu Jaya 

dalam menangani kasus wanprestasi? 

12. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh PT. BPR Tawangmangu Jaya 

dalam mengatasi hambatan tersebut? 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
Dokumentasi Wawancara Bapak Sigit Pamungkas, Remidial Recovery,  

17 juni 2019 
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